KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 70 TAHUN 2025
TENTANG

STANDAR PELAYANAN FASILITASI PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang

bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance),
diperlukan pelayanan publik yang transparan,
akuntabel, dan responsif terhadap pengaduan
masyarakat;

bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Temanggung sebagai lembaga penyelenggara pemilu
berkewajiban memberikan pelayanan pengaduan
masyarakat yang memenuhi standar kualitas
pelayanan publik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,;

bahwa  untuk  memberikan kepastian dan
keseragaman dalam pelaksanaan fasilitasi
pengaduan masyarakat, perlu disusun dan
ditetapkan Standar Pelayanan Fasilitasi Pengaduan
Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Temanggung tentang Standar
Pelayanan Fasilitasi Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Temanggung;
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Mengingat
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor (99);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomo 5357);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

jdih.kpu.go.id/jateng/temanggung



10.

11.

-3-

dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi
Pelayanan Publik Nasional;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018
tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan
Publik Nasional,

Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
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Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021
tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi
Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor
29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun
2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum  Provinsi, Komisi  Pemilihan  Umum
Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEMANGGUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN
FASILITASI PENGADUAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEMANGGUNG.
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KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Fasilitasi Pengaduan
Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung sebagaimana terdapat dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan

pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 9 September 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

jdih.kpu.go.id/jateng/temanggung
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 70 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR PELAYANAN FASILITASI
PENGADUAN MASYARAKAT DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN FASILITASI PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NO

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)

1.

Persyaratan

1

Identitas Pelapor (KTP Elektronik, dan
Nomor Handphone /Whatsapp);

Bukti/dokumen pengaduan.

Sistem, mekanisme, dan 1

prosedur

Pelapor melaporkan perbuatan KPU/pegawai
KPU yang diduga melakukan
penyimpangan/menyalahgunakan

wewenang secara langsung/tertulis/melalui

surat elektronik;

Petugas menerima laporan dengan
melakukan pencatatan secara manual
dengan data yang sesuai dengan form

aduan;

Sekretaris menerima  laporan  untuk
selanjutnya ditelaah oleh Subbag Teknis

Penyelenggara dan Hukum;

Subbag Teknis Penyelenggara dan Hukum
mengkoordinasikan penelaahan pelaporan
dumas dengan Subbag SDM dan Parhubmas
dan menyampaikan laporan hasil
penelaahan dumas kepada KPU/Subbag

terkait;
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NO KOMPONEN URAIAN

S | Subbag SDM dan Parhubmas
menindaklanjuti pelaporan hasil penelaahan
dumas secara tertulis;

6 | Subbag SDM dan Parhubmas melakukan
tindak lanjut atas dumas;

7 | Pelapor menerima laporan tindak lanjut dan
status penenganan tindak lanjut dumas;

8 | Staff Subbag SDM dan Parhubmas
merekapitulasi pengaduan Masyarakat;

9 | Subbag SDM dan Parhubmas melaporkan
secara berkala hasil tindak lanjut dumas
kepada KPU dan Sekretaris.

3. | Jangka waktu pelayanan 14 (empat belas) hari
4. | Biaya/tarif Tidak dikenakan biaya/tarif
Produk pelayanan Hardcopy dan softcopy produk hukum yang
diarsipkan
6. | Penanganan pengaduan, Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi

saran, dan

masukan/apresiasi

terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat

disampaikan melalui:

1.

Secara tertulis dengan mengisi formulir
pengaduan/saran dan dimasukkan ke
dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di
Meja PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung, Jl. Kartini Nomor
60, Temanggung.

Pengaduan Masyarakat melalui PPID KPU
Temanggung di alamat
https://temanggungkabppid.kpu.go.id
Telepon : (0293) 491999

Petugas:

e Helmy, S.H.

e Mahmudin Ashar

Whatsapp : 085727292672
Instagram : @kpukabtemanggung
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NO

KOMPONEN

URAIAN

Twitter : @kputmg
Facebook : kpukabtemanggung
Email : kab_temanggung@kpu.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.

Dasar hukum

1

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
PER/05/M.PAN/4/2009 Tahun 2009
tentang Pedoman Umum Penanganan
Pengaduan  Masyarakat bagi Instansi

Pemerintah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor S5 Tahun 2022 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 984);
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KOMPONEN

URAIAN

6 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Bomor
1236) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung Nomor 21/HK.03.1-
Kpt/3323/KPU-Kab/I1/2020 tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur
Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Temanggung.

Sarana dan prasarana,

dan/atau fasilitas

Alat Tulis Kantor, Komputer, Internet, dan Printer

Kompetensi pelaksana

1. Memiliki sikap ramah, murah senyum

2. Memiliki  pengetahuan  terkait  proses

pelayanan pengaduan masyarakat

Pengawasan internal

Sekretaris KPU Kabupaten Temanggung
memeriksa dan memastikan permintaan dari

pemohon terpenuhi

Jumlah pelaksana

2 (dua) orang
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NO KOMPONEN URAIAN
6. {Jaminan pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
7. | Jaminan keamanan dan 1. | Pengawasan lingkungan dengan CCTV
keselamatan pelayanan 2. | Penyediaan alat pengaman kerja seperti

tabung pemadam kebakaran, kotak P3K,
adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah

ruangan;

3. | Sistem pengamanan jaringan computer.

8 | Evaluasi kinerja pelaksana | Evaluasi kegtatan dilaksanakan dengan

melibatkan pengguna layanan serta
diadministrasikan dan didockumentasikan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
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